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Abstract: This study aims to explore the implementation of character
strengthening programs at the junior high school level in Lebak Regency,
identify obstacles to implementation, and develop strategic
recommendations that can accelerate the implementation. This study used
a qualitative method with a case study approach. The subjects of this
study were stakeholders at the junior high school level (SMP) in Lebak
Regency, Banten Province. The Data sources for the qualitative research
were interviews with informants, documentation studies, and
questionnaires that were analyzed based on the policy implementation
model by Van Meter and Van Horn. The results of the study indicate that
the Lebak Regency Regional Government has not yet developed a policy
document that can serve as a reference for budget planning and character
strengthening programs so that further intervention by the local
government, namely the Lebak Regency Education Office, is still limited.
This situation has created a gap in teachers’ understanding of instilling
the values of the Pancasila student profile and has limited the active
participation of parents and the community in character strengthening
both inside and outside the school. Therefore, a strategy is needed to
overcome this problem, starting from advocacy for the preparation of
character strengthening policy documents in Lebak Regency, increasing
teacher capacity, and actively involving parents and education partners.
In conclusion, implementation of character strengthening policies at the
Junior high school level in Lebak Regency requires collaboration between
local governments, schools, parents, and the community. To support the
successful implementation of this policy, it is necessary to formulate clearer
and more structured policies in addition to increasing the capacity of all
related parties.

Keywords: policy implementation, character strengthening, Profil Pelajar
Pancasila

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi
program penguatan karakter pada jenjang Sekolah Menengah Pertama
(SMP) di Kabupaten Lebak, mengidentifikasi penghambat implementasi,
dan menyusun rekomendasi strategi untuk mempercepat implementasi.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus
dan subjek penelitian yaitu para pemangku kepentingan pada jenjang SMP
di Kabupaten Lebak, Banten. Sumber data penelitian adalah wawancara
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terhadap informan, studi dokumentasi, dan angket/kuesioner yang
dianalisis berdasarkan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van
Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten
Lebak belum memiliki dokumen kebijakan yang dapat digunakan sebagai
acuan perencanaan anggaran dan program penguatan karakter sehingga
intervensi lanjutan pemerintah daerah yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten
Lebak masih terbatas. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan
pemahaman guru terhadap pembiasaan nilai-nilai profil pelajar Pancasila
dan terbatasnya partisipasi aktif orang tua dan komunitas dalam penguatan
karakter di dalam dan luar sekolah. Untuk itu, diperlukan strategi untuk
mengatasi masalah tersebut yaitu advokasi penyusunan dokumen
kebijakan penguatan karakter, peningkatan kapasitas guru, serta pelibatan
aktif orang tua dan mitra pendidikan. Kesimpulan, implementasi kebijakan
penguatan karakter pada Jenjang SMP di Kabupaten Lebak membutuhkan
kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dan masyarakat.
Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan tersebut
diperlukan penyusunan kebijakan yang lebih jelas dan terstruktur di
samping peningkatan kapasitas semua pihak terkait.

Kata kunci: implementasi kebijakan, penguatan karakter, profil pelajar

Pancasila

PENDAHULUAN

Momentum bonus demografi harus dimanfaatkan
dengan baik oleh Indonesia untuk mencapai visi
Indonesia Maju pada tahun 2045. Oleh karena
itu, pembangunan sumber daya manusia unggul
melalui pendidikan yang berkualitas harus
menjadi prioritas. Untuk mewujudkan hal
tersebut, pemerintah Indonesia menggaungkan
kebijakan penguatan karakter sebagai salah satu
solusi menghadapi tantangan perubahan dan
kompetisi di masa depan. Pendidikan karakter
berkontribusi positif terhadap pencapaian
akademik dalam pembelajaran (Jeynes, 2017;
Lavy, 2020). Selain itu, jika sesuai dengan
kebutuhan zaman pendidikan karakter dapat
mendukung produktivitas ketika menjadi
angkatan kerja (Cohen, Panter, Turan, Morse,
& Kim, 2014); (Harzer, Bezuglova, & Weber,
2021).

Penguatan pendidikan karakter di Indonesia
yang saat ini dikenal dengan istilah penguatan
karakter, merujuk pada upaya untuk membentuk
karakter peserta didik sesuai dengan Profil
Pelajar Pancasila (Propela). Propela adalah
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karakter yang harus dimiliki oleh peserta didik
dan setiap warga Indonesia agar mampu
melewati tantangan di masa depan tanpa
melepas jati diri bangsa (Anggraena, Sufyadi,
Maisura, Chodidjah, Takwin, Cahyadi, et al 2020;
Rusnaini, Raharjo, Suryaningsih, & Noventari,
2021). Tingkat tertinggi keberhasilan imple-
mentasi penguatan karakter adalah ketika
peserta didik sudah secara proaktif dan
konsisten menerapkan Propela dalam kegiatan
sehari-hari sebagaimana tercermin pada Gambar
1.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi (Kemendikbudristek) menggu-
nakan berbagai pendekatan untuk penguatan
karakter mulai dari intrakurikuler dengan
Kurikulum Merdeka (Ardianti & Amalia, 2022),
kokurikuler dengan Proyek Penguatan Profil
Pelajar Pancasila (P5) (Safitri, Wulandari, &
Herlambang, 2022; Satria, Adiprima, Wulan, &
Harjatanaya, 2022), kampanye publik melalui
media terkemuka dan media sosial, serta
aktivitas ekstrakurikuler yang terkait. Pusat
Penguatan Karakter (Puspeka) Kemendikbud-
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Gambar 1 Dimensi Propela
Sumber: Pusat Penguatan Karakter (2021)

ristek merupakan koordinator penguatan
karakter terutama dalam kampanye publik.

Penguatan karakter diimplementasikan
secara kolaboratif oleh Puspeka Kemendikbud-
ristek bersama pemerintah pusat lainnya dan
pemerintah daerah. Kolaborasi ini melibatkan
peran aktif sekolah, keluarga, dan masyarakat.
Hal ini juga mendapat dukungan dari komunitas
pendidikan, dunia usaha/dunia industri (DUDI),
organisasi kemasyarakatan, dan instansi terkait
lainnya sesuai dengan amanat pasal 13
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 dan
pasal 9 Peraturan Mendikbud Nomor 20 Tahun
2018. Setiap pemangku kepentingan perlu
melaksanakan peran dan fungsinya masing-
masing agar kebijakan penguatan karakter
terlaksana secara menyeluruh.

Pemerintah pusat dan daerah menyiapkan
kebijakan yang mendukung pelaksanaan
penguatan karakter dengan peraturan, program,
panduan, materi, dan hal pendukung lain.
Sekolah menjadi tempat penting untuk
pendidikan karakter melalui pendekatan
pembelajaran dan aktivitas di sekolah (Hamzah,
Mujiwati, Khamdi, Usman, & Abidin, 2022).
Orang tua memiliki peran penting sebagai
panutan dan mendukung nilai karakter yang
ditanamkan di sekolah (Shubert, Wray-Lake,
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Syvertsen, & Metzger, 2022). Komunitas dan
pemangku kepentingan pendidikan lainnya juga
dapat berkontribusi dalam hal materi,
kepakaran, atau model program penguatan
karakter.

Capaian penguatan karakter di Indonesia
diukur melalui survei karakter sebagai bagian
dari asesmen nasional (AN) yang dilaksanakan
setiap tahun sejak tahun 2021. Hasil survei
karakter dipublikasikan sebagai indeks karakter
dalam rapor pendidikan nasional dan setiap
daerah di Indonesia. Salah satu temuan dalam
Rapor Pendidikan 2022 adalah terdapat 20%
atau 105 daerah yang memiliki indeks karakter
kurang baik (memerlukan peningkatan) pada
jenjang SMP (Pusat Asesmen Pendidikan, 2022).
Rata-rata siswa di daerah (kabupaten dan kota)
masih memerlukan dukungan untuk menerapkan
Propela dalam kehidupan sehari-hari kendati
sudah menyadari pentingnya Propela. Gambar
2 memperlihatkan daerah dengan indeks
karakter rendah pada jenjang SMP tahun 2022
tersebar di 25 provinsi dan di semua pulau besar
di Indonesia

Permasalahan dalam implementasi pengu-
atan karakter yang terpotret dari data capaian
indeks karakter jenjang SMP ini merupakan
tantangan besar dalam penyiapan generasi
emas Indonesia 2045. Daerah dengan capaian
indeks karakter rendah perlu didorong untuk
segera melakukan perbaikan karena durasi bonus
demografi yang terbatas (Adriani & Yustini,
2021). Terhitung dari tahun 2023, jumlah
angkatan kerja yang masih bersekolah hingga
tahun 2040 sebanyak 18,9 juta (Badan Pusat
Statistik Provinsi Banten, 2020). Idealnya,
semakin banyak lulusan dengan pengamalan
Propela yang konsisten akan berkontribusi positif
terhadap performa kinerja angkatan kerja
generasi emas.

Berdasarkan Rapor Pendidikan Tahun 2022
(Pusat Asesmen Pendidikan, 2022). Kabupaten
Lebak adalah salah satu daerah dengan capaian
indeks karakter jenjang SMP yang kurang baik
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Gambar 2 Indeks Karakter Jenjang SMP 2022
Sumber: Diolah penulis (2023) dari Rapor Pendidikan 2022

pada tahun 2022 dengan indeks karakter berada
pada desil kedua terakhir (81-90%) dari
kabupaten dan kota se-Indonesia. Pada Rapor
Pendidikan juga didapatkan bahwa di Kabupaten
Lebak ada kesenjangan indeks karakter antara
wilayah urban dan rural, serta memiliki indeks
literasi dan numerasi di bawah kompetensi
minimum.

Dalam survei yang dilakukan oleh Pusat
Penguatan Karakter pada tahun 2022, diketahui
bahwa Kabupaten Lebak belum memiliki
kebijakan daerah yang dapat digunakan sebagai
landasan hukum program penguatan karakter
Propela di daerah. Hal ini terlihat dengan belum
ada intervensi khusus terkait penguatan
karakter Propela. Pelaksanaan penguatan
karakter di sekolah berjalan secara mandiri
sesuai dengan kurikulum dengan intervensi
terbatas dari pemerintah daerah.

Sejauh ini belum ada publikasi yang
membahas permasalahan implementasi kebijakan
penguatan karakter di tingkat daerah,
khususnya di daerah dengan capaian penguatan
karakter yang rendah berdasarkan Rapor
Pendidikan seperti di Kabupaten Lebak. Diskusi
yang dilakukan Pusat Penguatan Karakter
(Puspeka) dan Dinas Pendidikan Kabupaten
mengenai implementasi kebijakan publik terkait
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penguatan karakter di Kabupaten Lebak bersifat
internal dan belum bisa diakses oleh pemangku
kepentingan seperti orang tua dan komunitas
untuk bisa terlibat lebih aktif dalam penguatan
karakter.

Model implementasi Van Meter dan Van Horn
melihat implementasi suatu kebijakan publik
sebagai proses penerjemahan keputusan
kebijakan menjadi tindakan operasional yang
nyata oleh organisasi publik. Penerjemahan
tersebut bertujuan mencapai perubahan yang
ditetapkan oleh kebijakan tersebut. Imple-
mentasi kebijakan tidak hanya berlangsung
dalam waktu tertentu, tetapi berlanjut terus
hingga mencapai tujuan secara efektif (Winarno,
2016). Model implementasi Van Meter dan Van
Horn dianggap sesuai untuk melihat implementasi
kebijakan penguatan karakter yang berasal dari
pemerintah pusat, diteruskan oleh pemerintah
daerah sampai ke tingkat satuan pendidikan
dengan penyesuaian sesuai perkembangan
zaman dan kondisi daerah masing-masing.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat
hambatan dalam implementasi kebijakan
penguatan karakter pada jenjang SMP di
Kabupaten lebak. Oleh karena itu, penelitian ini
bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi
kebijakan penguatan karakter pada Jenjang
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SMP di Kabupaten Lebak, mengidentifikasi
faktor-faktor yang menghambat implementasi,
dan menyusun rekomendasi strategi yang dapat
mempercepat implementasi penguatan karakter.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
dengan jenis studi kasus yaitu penelitian yang
mengeksplorasi suatu kasus secara mendalam
dengan mengumpulkan informasi secara lengkap
dengan menggunakan sejumlah prosedur
pengumpulan data sesuai dengan waktu yang
ditetapkan (Creswell, 2012). Lokus penelitian
dibatasi hanya pada jenjang SMP di Kabupaten
Lebak, Provinsi Banten.

Sumber data dalam penelitian kualitatif
adalah wawancara terhadap informan, studi
dokumentasi, dan angket/kuesioner. Wawancara
dilakukan dengan metode semi-terstruktur, yaitu
peneliti dapat mengajukan pertanyaan
berdasarkan panduan wawancara tetapi dapat
berkembang secara dinamis (Arikunto, 2016).

Instrumen wawancara dikembangkan dari
model implementasi kebijakan Van Meter dan
van Horn (Winarno, 2016) seperti terlihat pada
Tabel 1.

Tabel 1 Faktor-faktor yang Memengaruhi
Implementasi Kebijakan

No. Faktor

1 Ukuran dasar dan tujuan kebijakan
la. Pedoman kebijakan
1b. Indikator pelaksanaan kebijakan
2 Sumber-sumber kebijakan
2a. Sumber daya manusia
2b. Sumber daya anggaran
3 Komunikasi antarorganisasi dan kegiatan
pelaksanaan
3a. Komunikasi pusat dan daerah
3b. Konsistensi komunikasi
3c. Kejelasan komunikasi
3d. Kegiatan pelaksanaan
4 Kencenderungan pelaksana
4a. Pemahaman tujuan kebijakan
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4b. Tanggapan dan intensitas tanggapan/
tendensi
5 Kondisi ekonomi, sosial, dan politik
5a. Kondisi ekonomi
5b. Kondisi sosial
5c¢. Kondisi politik
6 Karakteristik pelaksana
6a. Vitalitas organisasi
6b. Kontrol melalui pemantauan/evaluasi

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Informan dalam wawancara adalah Kepala
Pusat Pengutan Karakter, Kepala Bagian Tata
Usaha Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP)
Provinsi Banten, Kepala Bidang SMP dan Kepala
Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak
(Kasi PDPK SMP), kepala sekolah dan guru dari
enam SMP yang dipilih secara purposif untuk
mewakili kategori capaian indeks karakter atas,
menengah, bawah, kategori implementasi
kurikulum merdeka dan persebaran geografis.
Enam SMP yang dipilih tersebut adalah SMPN 1
Rangkasbitung, SMPN 2 Rangkasbitung, SMPN
4 Leuwidamar, SMPN 2 Kalanganyar, SMPN 2
Wanasalam, dan SMPN 4 Cijaku.

Studi dokumentasi dilakukan dengan
menelaah dokumen secara sistematis sehingga
menghasilkan data yang mendukung penelitian
(Sugiyono, 2011). Dokumen yang digunakan
untuk studi dokumentasi antara lain peraturan
terkait penguatan karakter di pemerintah daerah
Kabupaten Lebak dan Kemendikbudristek, Rapor
Pendidikan tahun 2022, Neraca Pendidikan tahun
2022, dan Laporan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu tahun
2023.

Angket/kuesioner yang digunakan ber-
bentuk pertanyaan terbuka yang dipasang
dalam formulir daring. Pertanyaan terbuka
bersifat eksploratori yang memungkinkan
peserta menjawab secara bebas tanpa
terpengaruh pilihan jawaban yang disediakan
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penulis (Hansen & Swiderska, 2023). Angket
ini digunakan untuk mengidentifikasi pembiasaan
karakter Profil Pelajar Pancasila yang dilaksa-
nakan di sekolah, baik di dalam maupun di luar
kegiatan belajar mengajar di sekolah. Angket
disebarkan kepada 183 sekolah dan direspon
oleh 142 sekolah. Sebanyak 124 sekolah
menjawab lengkap dan 18 sekolah menjawab
tidak lengkap. Setiap jawaban lengkap
dikategorisasi ke dalam dimensi dan elemen Profil
Pelajar Pancasila sesuai Keputusan Ka.BSKAP
Nomor 009/H/KR/2022 (Badan Standar Kurikulum
dan Asesmen Pendidikan, 2022).

Tahapan analisis data yang dilakukan dalam
penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan
serta verifikasi sesuai dengan model Miles dan
Huberman (Sugiyono, 2010). Setelah pengum-
pulan data melalui wawancara, dokumentasi,
dan angket, reduksi data dilakukan untuk
mengubah data menjadi ringkas dan fokus pada
pertanyaan penelitian.

Data dalam penelitian ini disajikan dalam
bentuk antara lain teks naratif, tabel, diagram,
dan lain-lain agar memudahkan dalam memahami
fenomena yang diteliti. Penarikan kesimpulan
dilakukan secara terus menerus selama
penelitian berlangsung dan bersifat sementara
sampai diperoleh kesimpulan akhir dari hasil
penelitian. Semua kesimpulan diverifikasi dengan
bukti-bukti yang ditemukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Penguatan
Karakter

Berdasarkan wawancara Kepala Bidang SMP
Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan
dokumentasi, terdapat kebijakan penguatan
karakter yang telah dilakukan oleh Kabupaten
Lebak. Terkait sosialisasi ke peserta didik, dinas
pendidikan menyisipkan materi Profil Pelajar
Pancasila yang disusun oleh Direktorat SMP
Kemendikbudristek dalam materi Masa
Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Selain
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itu, sosialisasi disiplin positif saat upacara di
sekolah yang melibatkan kepolisian sektor dan
sosialiasi kesehatan reproduksi yang melibatkan
dinas pendidikan. Pada tahun 2023, dimulai
penandatanganan pakta integritas antibullying
(anti-perundungan) di beberapa SMP.

Terkait pelatihan, Puspeka Kemendik-
budristek telah melatih fasilitator guru melalui
Program Roots Antiperundungan SMP di 20
sekolah pada tahun 2022 dan 56 sekolah pada
tahun 2023. Direktorat SMP bekerja sama
dengan Setara Institute dan UNICEF meng-
ikutsertakan guru Bimbingan Konseling dan wakil
kepala sekolah kesiswaan dari 21 SMP dalam
“Workshop Disiplin Positif untuk Mewujudkan
Profil Pelajar Pancasila jenjang SMP” pada tahun
2023. Dinas pendidikan juga memfasilitasi
program pelatihan kurikulum merdeka yang
diinisiasi oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan
(BPMP) Provinsi Banten.

Permasalahan Implementasi

Berdasarkan Rapor Pendidikan 2022, capaian
indeks karakter Kabupaten Lebak jenjang SMP
masih rendah. Untuk mengetahui lebih dalam
permasalahan dalam implementasi, berikut
analisis berdasarkan model implementasi
kebijakan Van Meter dan Van Horn:

Ukuran Dasar dan Tujuan Kebijakan
Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh
kejelasan dasar dan tujuan kebijakan, semakin
jelas kedua hal tersebut maka semakin terarah
dan realistis proses implementasinya. Menurut
Van Meter dan Van Horn, ukuran dasar kebijakan
dapat terlihat dari regulasi dan pedoman
kebijakan (Winarno, 2016).

Berdasarkan temuan penelitian, penguatan
karakter di Kabupaten Lebak mengikuti kebijakan
pemerintah pusat tanpa adanya penyesuaian
dengan kondisi daerah. Kabupaten Lebak belum
memiliki peraturan turunan terkait penguatan
karakter yang dapat digunakan sebagai acuan
kebijakan Propela. Selain itu, belum ada program
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kegiatan yang berkaitan dengan penguatan
karakter Propela dalam Rencana Kerja Perangkat
Daerah (RKPD) dan rencana strategis dinas
pendidikan 2019-2024 yang dapat digunakan
sebagai acuan evaluasi program penguatan
karakter. Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan
Kabupaten Lebak menyampaikan:

“Secara umum belum ada program maupun

panduan khusus untuk penguatan karakter.

Peraturan terkait ada yaitu penyeleng-

garaan pendidikan, wajib belajar madrasah

diniyah, sekolah ramah anak, dan Pendidikan

antikorupsi” (Informan 3: 4 Oktober 2023)

Mengacu pada ukuran dasar dan tujuan
kebijakan penguatan karakter pemerintah pusat
yang diamanatkan pada Peraturan Presiden
Nomor 87 Tahun 2017 dan Permendikbud Nomor
20 Tahun 2018, implementasi yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak adalah
seperti terlihat pada Tabel 2.

Beberapa peraturan daerah yang terkait
dinilai belum dapat mendukung implementasi
penguatan karakter. Peraturan Bupati Lebak
Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan
beririsan dengan penguatan karakter, tetapi
belum bisa digunakan sebagai dasar peren-
canaan program/kegiatan daerah. Peraturan

Daerah Kabupaten Lebak Nomor 12 Tahun 2005
tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah dan
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3
Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak
belum memiliki pengaruh pada RKPD dinas
pendidikan pada tiga tahun terakhir.

Kemendikbudristek mengintegrasikan
penguatan karakter dalam implementasi
Kurikulum Merdeka sehingga sekolah memiliki
fleksibilitas dalam pelaksanaan penguatan
karakter (Safitri et al., 2022). Kendati tidak ada
intervensi khusus dari pemerintah daerah,
penguatan karakter akan terinisiasi melalui
dorongan kurikulum jika sekolah sudah beralih
ke Kurikulum Merdeka. Potensi permasalahan
adalah pada saat transisi guru melakukan
pembiasan ke kurikulum baru yang menyebabkan
pelakasanaan penguatan karakter belum optimal
(Ardianti & Amalia, 2022).

Berdasarkan analisis di atas, tidak adanya
ukuran standar dan tujuan kebijakan penguatan
karakter di Kabupaten Lebak menghambat
inovasi dan fleksibilitas dinas pendidikan dalam
mendorong implementasi penguatan karakter di
sekolah.

Tabel 2 Sandingan Tanggung Jawab dan Implementasi Penguatan Karakter di Kabupaten Lebak

Tanggung Jawab

Implementasi

Penyusunan kebijakan dan
rencana aksi

Belum ada rencana aksi, belum ada peraturan turunan
terkait yang dapat digunakan sebagai landasan hukum

hingga Tahun Anggaran 2023 (lihat Tabel 1, poin 1)

Sosialisasi, pelaksanaan,
dan koordinasi

Tidak dilakukan spesifik untuk penguatan karakter, tetapi
berkaitan dengan kurikulum (lihat Tabel 1, poin 1)

Pelaksanaan kerja sama

Diinisiasi oleh instansi luar (lihat Tabel 1, poin 3)

Penyediaan anggaran

Tidak tersedia hingga Tahun Anggaran 2023

Penyediaan sumber daya

Tersedia terbatas (lihat Tabel 1, poin 2)

Pemantauan dan evaluasi

Belum dilaksanakan hingga Tahun Anggaran 2023

Pelaporan

Belum dilaksanakan hingga Tahun Anggaran 2023

Sumber: olahan penulis berdasarkan Wawancara Implementasi
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Sumber-sumber Kebijakan

Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh
sumber daya yang disiapkan untuk memfasilitasi
kebijakan seperti anggaran, manusia, dan
insentif lainnya (Hartawan & Kosasih, 2023).
Sebagai dampak dari tidak adanya landasan
hukum dan/atau kebijakan penguatan karakter
adalah terbatasnya sumber daya manusia dan
anggaran.

Tidak adanya payung anggaran penguatan
karakter dalam RKPD, Dinas Pendidikan
Kabupaten Lebak membatasi bentuk intervensi
pada kegiatan yang relatif minim biaya.
Misalnya, membatasi intervensi anggaran pada
penyematan materi Propela saat MPLS pada
panduan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
dan penandatanganan Pakta Integritas Anti
Perundungan.

Berdasarkan Neraca Pendidikan Daerah 2022
(Kemendibudristek, 2022), Kabupaten Lebak
tercatat memiliki porsi anggaran pendidikan
terbesar kedua di Provinsi Banten yaitu 36,3%,
berada di bawah Kabupaten Pandeglang
(Gambar 3). Jika dilihat dari besar anggaran
pendidikan, Kabupaten Lebak berada di posisi
ketiga dengan anggaran sebesar Rp956 miliar,
hanya di bawah Kabupaten Tangerang
(Rp1.634,5 miliar) dan Kabupaten Serang
(Rp1.001,5 miliar). Hal ini menunjukkan potensi
sumber daya anggaran untuk pendidikan yang
dimiliki oleh Kabupaten Lebak sebagian dapat
dialihkan ke penguatan karakter.

Terkait sumber daya manusia, Dinas
Pendidikan Kabupaten Lebak memiliki seksi yang
menangani penguatan karakter yaitu Seksi
Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
(PDPK). Seksi PDPK jenjang SMP hanya memiliki
tiga pegawai termasuk kepala seksi.
Berdasarkan wawancara kepada kepala seksi,
fokus pekerjaan lebih condong pada sisi
pemenuhan kebutuhan sekolah terkait peserta
didik daripada pembangunan karakter.

“Belum ada penambahan jumlah pegawai

pada 2 tahun terakhir. Tugas pada Seksi

176

PDPK terkait peserta didik seperti dapodik,

perlombaan, pendampingan, monev, dan

lainnya sudah membuat kami kewalahan.”

(Informan 4: 4 Oktober 2023).

Jika dilihat dari implementasi di sekolah,
kuantitas dan kualitas guru yang mengampu
penguatan karakter menjadi penting. Guru
bimbingan dan konseling (BK) merupakan
koordinator kesejahteraan psikologis (wellbeing)
siswa di sekolah. Peran guru BK dalam Kurikulum
Merdeka semakin banyak yang berkaitan dengan
penguatan karakter Propela (Azwar, 2023).
Berdasarkan wawancara, di Kabupaten Lebak
hanya terdapat 20 guru BK dan hanya 6 yang
berstatus PNS. Hal ini menunjukkan sekitar 90%
SMP di Kabupaten Lebak belum memiliki guru
BK yang berfokus pada penguatan karakter
siswa. Sekolah tanpa koordinator penguatan
karakter tidak memiliki inisiator dan fasilitator
sehingga penguatan karakter berjalan secara
pasif.

20,3%

14,6%

32,1%

=
#

11.2%

.

'. =
g ..
®
: 5

.: @

Gambar 3 Porsi Anggaran Pendidikan dalam
APBD 2022
Sumber: Neraca Pendidikan Daerah Kabupaten
Lebak Tahun 2022 (Kemendikbudristek, 2022)

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 9, Nomor 2, Desember 2024



Andreas Yoga Aditama, Hamka, Asropi, Implementasi Kebijakan Penguatan Karakter: Studi Kasus pada Jenjang SMP di Kabupaten Lebak

Selain itu, berdasarkan analisis kuesioner
pemahaman guru terlihat bahwa tidak semua
guru memahami pembiasaan untuk setiap
dimensi dan elemen Propela. Total pembiasaan
Propela yang sesuai dengan dimensi dan
elemennya di setiap SMP di Kabupaten Lebak
hanya 38,7% (rata-rata) atau 36,8% (median).
Ada kecenderungan generalisasi atau
menjadikan nilai menjadi lebih unik/tunggal dari
yang sebenarnya (Blair, 2019) di mana
pembiasaan sebagian elemen sudah mere-
presentasi semua elemen dalam dimensi. Contoh
fenomena ini adalah generalisasi bahwa rajin
beribadah sudah mewakili dimensi beriman,
bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak
Mulia (BBBA) dan mengerjakan tugas sendiri
sudah mewakili dimensi mandiri. Hal ini kemudian
menyebabkan ketidakmerataan pemahaman
pembiasaan dalam setiap dimensi Propela seperti
yang ditunjukkan Gambar 4.

Berdasarkan analisis di atas, keterbatasan
sumber daya anggaran dan sumber daya
manusia, baik dalam hal kuantitas maupun
kualitas, menghambat implementasi penguatan
karakter secara optimal. Hal yang dibutuhkan

oleh guru-guru SMP di Kabupaten Lebak adalah
peningkatan kapasitas terkait penguatan
karakter Propela dan penambahan jumlah guru
BK atau perekrutan ahli. Anggaran pendidikan
Kabupaten Lebak memiliki potensi untuk
realokasi anggaran untuk mendukung penguatan
karakter.

Komunikasi Antarorganisasi dan Kegiatan
Pelaksanaan

Komunikasi yang baik memastikan kesamaan
dalam pemahaman dan persepsi antara pembuat
dan pelaksana kebijakan. Jika kesamaan
tersebut tercapai, maka kebijakan dapat
diimplementasikan sesuai rencana (Winarno,
2016). Penguatan karakter adalah kebijakan
pusat yang diteruskan ke daerah. Puspeka
selaku koordinator penguatan karakter telah
melakukan sejumlah sosialisasi baik daring dan
luring sejak tahun 2020 untuk memastikan semua
daerah mendapatkan pemahaman terkait
Propela. Kabupaten Lebak sudah menerima
sosialisasi Propela dari Puspeka pada tahun
2022.
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Gambar 4 Pemahaman Guru SMP di Kabupaten Lebak terkait Pembiasaan Propela
Sumber: Angket Pembiasaan Karakter Propela di Sekolah
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Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak telah
menyampaikan imbauan tentang urgensi Propela
dalam kegiatan pertemuan dengan kepala
sekolah. Namun, sejauh ini belum ada
penyebarluasan, produksi, atau penggandaan
konten penguatan karakter yang berasal dari
dinas pendidikan untuk sekolah. Sekolah yang
telah menerapkan sebagian atau penuh
Kurikulum Merdeka mendapatkan informasi
terkait Propela dari perangkat ajar dan akses
ke Platform Merdeka Mengajar (PMM), seperti
yang disampaikan salah satu kepala sekolah:

“Sudah banyak informasi Propela yang

disebarluaskan melalui PMM, selebihnya

adalah bagaimana kita memanfaatkan.”

(Informan 5: 2 Juli 2023)

Berdasarkan wawancara, terdapat sekolah
yang belum mengetahui penguatan karakter dan
Propela secara utuh. Mereka belum men-
dapatkan buku, poster, atau konten digital
Propela. Kendati data tidak bisa merepre-
sentasikan keseluruhan, tetapi hal tersebut
menunjukkan ada sebagian guru yang belum
memiliki pemahaman yang cukup tentang
penguatan karakter dan Propela.

Kegiatan-kegiatan pendukung penguatan
karakter masih terbatas untuk guru dalam

&0

cakupan yang juga terbatas. Program Roots
Antiperundungan dan “Workshop Disiplin Positif
Untuk Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila
jenjang SMP di tahun 2023"” hanya menjangkau
sepertiga dari total SMP di Kabupaten Lebak.
Kegiatan yang menyasar siswa berupa pakta
integritas antiperundungan dan sosialisasi dari
polisi dan dinas kesehatan yang bersifat
seremonial dan dilaksanakan hanya setahun
sekali.

Salah satu kelemahan dalam penguatan
karakter di Kabupaten Lebak adalah belum ada
ruang komunikasi antara sekolah dengan orang
tua dan komunitas untuk berpartisipasi dalam
penguatan karakter. Dalam kegiatan P5 untuk
sekolah yang menerapkan Kurikulum Merdeka,
orang tua dilibatkan dalam panen raya sebagai
peserta. Di luaritu, keterlibatan orang tua dan
informasi kepada dan dari orang tua untuk
penguatan karakter masih sangat lemah.
Berkaca dari Jepang (Gambar 5), komunikasi
intensif orang tua dan guru berkontribusi positif
pada kesuksesan pendidikan (OECD, 2018).

“... Hanya merokok yang sulit kami

tanggulangi. Saya sudah bertemu dengan

kedua orang tua siswa tersebut. Jawaban
orang tua adalah ”"Aduh, orang tuanya juga

n

B Japan < QECD average
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Gambar 5 Grafik Keterlibatan Orang Tua dalam Pendidikan di Negera OECD

Sumber: (OECD, 2018)
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tahu kalau anaknya merokok dan diper-
bolehkan. Bahkan merokok bersama di
rumah.” (Informan 6: 2 Juli 2023).
“... Kondisi siswa sekolah dipengaruhi juga
oleh kebijakan zonasi, sehingga siswa
banyak berasal dari kalangan pedagang di
pasar. Orang tua kurang mengawasi siswa
karena kesibukan berdagang sehingga siswa
terlambat ke sekolah, tugas tidak
dikerjakan.” (Informan 5: 2 Juli 2023)
Kegiatan penguatan karakter di Kabupaten
Lebak yang disebutkan di atas adalah bentuk
intervensi yang hampir semuanya dilakukan pada
tahun 2023 kecuali kegiatan dengan kepolisian
sektor dan dinas kesehatan. Paparan Propela
secara utuh di Kabupaten Lebak selama ini
didorong oleh implementasi Kurikulum Merdeka
dan persiapan survei karakter sebagai bagian
dari Asesmen Nasional. Hal ini tercermin dari
belum adanya sosialisasi langsung mengenai
Propela ke sekolah-sekolah maupun melalui
dokumen pemberitahuan resmi.

Kecenderungan Pelaksana
Kecenderungan atau disposisi pelaksana
terhadap dasar dan tujuan kebijakan yang
berupa kognisi, tanggapan, dan intensitas
tanggapan memengaruhi implementasi kebijakan
(Winarno, 2016). Jika pelaksana kebijakan
memiliki tendensi positif ke arah kebijakan, maka
besar kemungkinan kebijakan akan ter-
implementasi sesuai rencana melalui pengadaan
petugas dan insentifnya (Putra & Khaidir, 2019).
Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak sangat
mendukung dan responsif terhadap kebijakan
yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
Contohnya adalah komitmen dinas pendidikan
dalam penuntasan isu kekerasan dalam
pendidikan dengan membentuk satuan tugas dan
memiliki jumlah sekolah terbanyak (183 SMP atau
81,3%) yang telah membentuk Tim Pencegahan
dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di Provinsi
Banten terhitung tiga bulan pasca Permendik-
budristek Nomor 46 Tahun 2023.
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Jajaran pimpinan di pemerintah daerah dan
dinas pendidikan di Kabupaten Lebak
mendukung kebijakan-kebijakan lain dalam
payung penguatan karakter. Kendati demikian,
dukungan belum spesifik terhadap penguatan
karakter Propela. Oleh karena itu, disposisi
positif ini perlu dimanfaatkan oleh analis
kebijakan pada pemerintah pusat dan
Kabupaten Lebak untuk memasukkan penguatan
karakter dan secara spesifik Propela ke dalam
rencana kerja tahunan maupun jangka pendek.

“... Wakil Bupati pada forum rapat dinas

mengutarakan permasalahan pendidikan.

Kabupaten Lebak sebagai daerah

penyangga ibukota, perlu menjaga diri.

Berpikir global bertindak lokal, supaya tidak

terbawa arus globalisasi. Maka dari itu,

penuntasan tiga dosa pendidikan, yaitu
perundungan, intoleransi, dan kekerasan

seksual sangat penting.” (Informan 3: 4

Oktober 2023)

Berdasarkan wawancara, semua sekolah
menunjukkan respon positif dan mendukung
penguatan karakter Propela. Namun, kognisi atau
pemahaman guru terkait Propela menjadi
tantangan penanaman Propela pada SMP di
Kabupaten Lebak. Disposisi positif harus diikuti
dengan kompetensi yang sesuai agar
implementasi kebijakan berjalan optimal
(Nuraeni, Rustaman, Saefudin, & Hidayat, 2024).

Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik
Kondisi ekonomi, sosial, dan politik memiliki
pengaruh terhadap pencapaian pelaksanaan
kebijakan (Van Meter & Van Horn, 1975).
Pendapatan domestik regional bruto (PDRB) atas
dasar harga konstan (ADHK) Kabupaten Lebak
pada tahun 2022 adalah Rp22,09 triliun dengan
pertumbuhan 3,44%. PDRB Kabupaten Lebak
masih diurutan kedua terendah di Provinsi
Banten (BPS Provinsi Banten, 2023).

Jika dilihat dari poster APBD tahun 2022,
perekonomian Kabupaten, pendapatan asli
daerah Kabupaten Lebak hanya sebesar 16%
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sehingga masih bergantung pada alokasi dari
pemerintah pusat. Belanja pemerintah relatif
normal dengan 28% untuk belanja barang jasa,
12% untuk belanja modal, dan 37% untuk
belanja pegawai (Kementerian Keuangan, 2023).
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Gambar 6 Postur APBD Kabupaten Lebak
Tahun 2022
Sumber: Kementerian Keuangan (2023)

Fleksibilitas penggunaan anggaran daerah
berbanding lurus dengan pendapatan regionalnya
(Ishak, Supriatna, Rufaedah, Nurhayati, &
Sudjana, 2023). Minimnya pendapatan asli
daerah Kabupaten Lebak menyebabkan
terbatasnya ruang gerak pemerintah daerah
dalam menentukan prioritas pembangunan
pendidikan. Selain itu, masyarakat belum
sepenuhnya mendukung urgensi penguatan
karakter baik secara politik maupun sosial.

Karakteristik Pelaksana

Karakteristik pelaksana meliputi kuantitas dan
kualitas staf dalam institusi, tingkat kontrol
hierarki terhadap pengambilan keputusan,
dukungan lembaga politik, vitalitas organisasi,
hingga hubungan pembuat dan pelaksana
kebijakan (Hartawan & Kosasih, 2023). Terkait
penguatan karakter, berdasarkan wawancara
dengan Informan 4 ditemukan bahwa vitalitas
dinas pendidikan dan pengawasan kepada
sekolah-sekolahnya memengaruhi implementasi
kebijakan.
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“... Permasalahan yang sekarang dirasakan
adalah SDM. PDPK dengan jumlah pegawai
tiga termasuk saya (di jenjang SMP) memiliki
ruang gerak yang terbatas dan kesulitan
kalau untuk mengunjungi sekolah-sekolah
yang ada di selatan. Kami biasanya hanya
menerima laporan kegiatan dari pengawas
sekolah. Pengawas sekolah juga mungkin
belum pernah secara khusus melakukan
monev untuk penguatan karakter ya..”
(Informan 4: 4 Oktober 2023).
Berdasarkan Neraca Pendidikan Daerah
Kabupaten Lebak 2022, Angka Partisipasi Kasar
(APK) dan Angka Partispasi Murni (APM) pada
jenjang SMP masing-masingg hanya mencapai
97,19% dan 72,06%. Kondisi lain yang perlu
mendapat perhatian adalah hanya 43,76% ruang
kelas SMP dalam kondisi baik, sisanya rusak
ringan (25,21%), sedang (27,34%), dan berat
(3,69%) (Kemendikbudristek, 2022). Rapor
Pendidikan 2022 juga menunjukkan capaian
pembelajaran jenjang SMP dalam indeks literasi
dan numerasi masih di bawah kompetensi
minimum dan berada di kuintil terbawah
dibandingkan kabupaten dan kota secara
nasional (Pusat Asesmen Pendidikan, 2022).
Permasalahan akses dan capaian dasar
pendidikan menjadi perhatian utama dinas
pendidikan. Hal ini terbukti dari rencana
strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak
2019-2024 yang memprioritaskan peningkatan
akses dan partisipasi pendidikan. Selain itu,
berdasarkan wawancara dengan BPMP Provinsi
Banten, Kabupaten Lebak pada tahun 2023
mendapatkan pendampingan yang lebih
difokuskan pada masalah literasi dan numerasi
“... Permasalahan capaian pendidikan
memang tidak bisa langsung serentak
diselesaikan, karena adanya keterbatasan
anggaran, SDM, dan lainnya. BPMP juga
memiliki keterbatasan. Dinas Pendidikan
Lebak saat ini condong untuk menuntaskan
permasalahan literasi dan numerasi terlebih
dahulu.” (Informan 2: 15 Oktober 2023).
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Berdasarkan hasil wawancara dengan
kepala sekolah informan 5 s.d. 8 dan hasil
observasi kunjungan ke sekolah (Lihat Tabel 3),
kelemahan penguatan karakter di sekolah
terlihat dari minimnya perangkat pendukung
seperti buku dan modul penguatan karakter di
sekolah pada saat penelitian ini dilakukan.
Konten kampanye Propela seperti banner, poster,
dan infografis belum banyak terpasang di dinding
atau mading sekolah. Belum semua sekolah
menyusun kesepakatan yang mendukung
penguatan karakter oleh guru, tenaga
kependidikan, dan warga sekolah.

Tabel 3 Identifikasi Perangkat Pendukung

Sekolah

v 3 g .
5 £ 1%
sg 3 3 <
X g = 2 g
\Z a 2
Sekolah A AT T AT
Sekolah B AT T AT
Sekolah C AT T AT
Sekolah D T T T
Sekolah E AT T AT
Sekolah F A T AT

Keterangan: A = Ada, T = Tidak ada, AT =
Ada, tetapi tidak spesifik Propela

Sumber: Wawancara dan Observasi Sekolah
(2023)

Saat ini belum ada pemantauan dan evaluasi
yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten
Lebak terkait penguatan karakter ke sekolah.
Dari sisi pemerintah pusat, evaluasi terhadap
dinas pendidikan dilakukan oleh Puspeka dan
evaluasi terhadap siswa dilakukan oleh Pusat
Asemen Pendidikan - Badan Standar, Kurikulum,
dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek
melalui survei karakter. Namun, evaluasi ini
terlalu bergantung pada data kuantitatif yang
terkadang kurang mampu menjelaskan realita
di lapangan (Wond & Macaulay, 2010). Padahal,
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Gambar 7 Poster Kampanye di Sekolah F

informasi bagaimana proses implementasi dan
apa yang menjadi tantangan di setiap daerah
dapat diperoleh jika setiap daerah melakukan
fungsinya dalam hal evaluasi.

Berdasarkan analisis model implementasi Van
Meter dan Van Horn, terdapat empat masalah
pokok pada penguatan karakter pada jenjang
SMP di Kabupaten Lebak. Empat permasalahan
tersebut adalah ketiadaan dokumen kebijakan
penguatan karakter, belum meratanya
pemahaman guru terhadap Propela, pasifnya
pelibatan komunitas, dan minimnya partisipasi
orang tua siswa. Permasalahan tersebut
menyebabkan penguatan karakter bersifat pasif,
sehingga laju capaian penguatan karakter lebih
rendah dibandingkan dengan daerah lain.

Strategi Percepatan Implementasi

Untuk meningkatkan partisipasi aktif ekosistem
pendidikan dalam penguatan karakter, berikut
adalah rekomendasi strategi untuk mempercepat
implementasi kebijakan penguatan karakter.
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Advokasi Penyediaan Landasan Kebijakan
Penguatan karakter perlu menjadi salah satu
perhatian tambahan dalam pendidikan di
Kabupaten Lebak. Perangkat daerah terutama
sekretariat daerah dan badan perencanaan
pembangunan daerah/bappeda perlu didorong
dalam musyawarah perencanaan pembangunan
daerah (musrenbangda) terkait urgensi dari
penguatan karakter sebagai bentuk komunikasi
pembangunan (Far, 2022).

Dukungan ini dapat berasal dari dinas
pendidikan dan/atau rekomendasi pemerintah
pusat. Penelitian terkait yang dipublikasi dalam
jurnal ataupun makalah kebijakan dari analis
kebijakan baik dari dalam maupun di luar
Kemendikbudristek dapat mendukung advokasi
penguatan karakter kepada pemerintah daerah
(Rahim, Fatona, Rozani, Santoso, & Sukamsi,
2023).

Komitmen untuk penguatan karakter dapat
diwujudkan dengan teridentifikasinya penguatan
karakter dalam indikator kinerja daerah.
Indikator tersebut akan menjadi landasan dinas
pendidikan untuk melaksanakan program dan
kegiatan penguatan karakter di Kabupaten Lebak
dan penyediaan sumber daya manusia yang
dibutuhkan.

Peningkatan Kapasitas dan Peran Guru
Pertama, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak
mereplikasi program yang dilakukan instansi lain
seperti Program Roots Antiperundungan dan
workshop disiplin positif. Hal tersebut dilakukan
dengan cara memfasilitasi guru peserta kegiatan
program untuk mendiseminasikan kepada guru
di sekolah sekitarnya. Selain itu, dinas pendidikan
dapat mengamplifikasi sasaran program instansi
lain yang menyasar guru di Kabupaten Lebak
dengan memfasilitasi tambahan peserta.
Kedua, setiap sekolah setidaknya memiliki
guru yang terlatih dan tertarik dalam penguatan
karakter siswa. Guru ini berperan untuk
memfasilitasi dan mendorong guru lain
mengintegrasikan penguatan karakter dalam
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aktivitas di sekolah (Harita, Laia, & Zagoto,
2022). Posisi ini merupakan tanggung jawab guru
BK atau wakil kepala sekolah bidang kesiswaan
sebagai alternatif. Terbatasnya guru BK menjadi
catatan penting di Kabupaten Lebak.
Peningkatan kapasitas guru tentang penguatan
karakter dapat dilakukan dengan menginisiaasi
kolaborasi antara komunitas Musyawarah Guru
Bimbingan Konseling (MGBK), dinas pendidikan,
UPT atau satker Kemendikbudristek.

Ketiga, sekolah perlu memiliki kebijakan
terkait penguatan karakter yang mengatur guru,
tenaga kependidikan, dan warga sekolah dalam
interaksi di sekolah. Penyusunan tata tertib
kelas/sekolah, kode etik guru, dan AD/ART
sekolah dapat mendorong partisipasi aktif guru
sebagai panutan di sekolah. Lingkungan sekolah
yang kondusif mendukung penguatan karakter
Propela (Aldridge & McChesney, 2018) yang
kemudian berdampak positif terhadap
peningkatan iklim lingkungan sekolah (Noboru,
Amalia, Hernandez, Nurbaiti, Affarah, Nonaka
et al, 2021).

Keempat, tersedianya daftar praktik baik
pembiasaan Propela yang memberikan banyak
alternatif bagi guru terkait pendekatan yang
paling sesuai dengan kondisi siswa di
sekolahnya. Hal ini sekaligus memastikan setiap
dimensi, elemen, dan subelemen Propela telah
dikenalkan dan dibiasakan kepada siswa.
Puspeka dapat mengoordinasi satker Kemendik-
budristek dan bekerja sama dengan dinas
pendidikan dan komunitas pendidik untuk
mengompilasi daftar praktik baik ini ke dalam
buku saku atau infografis yang disebarluaskan
pada Platform Merdeka Belajar atau laman
lainnya. Konten berupa poster, infografis,
ilustrasi, dan lain-lain juga dapat diproduksi oleh
Kemendikbudristek, dinas pendidikan, sekolah,
bahkan masyarakat umum.

Peningkatan Partisipasi Orang Tua
Orang tua memiliki pengaruh dan dapat
berkontribusi positif jika berpartisipasi dalam
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pendidikan karakter (Birhan, Shiferaw, Amsalu,
Tamiru, & Tiruye, 2021; Hermino & Arifin, 2020).
Partisipasi aktif orang tua dapat terwujud jika
telah memiliki pemahaman Propela dan
menyadari pentingnya kesinambungan proses
penguatan karakter di sekolah, rumah, dan
lingkungan sekitar. Guru harus lebih aktif
menjelaskan perkembangan karakter siswa
kepada orang tua. Sebaliknya, orang tua
memberikan umpan balik kepada guru dan
membiasakan Propela secara aktif di rumah.
Peran serta orang tua dapat ditingkatkan
dengan memberikan panduan Propela jenjang
SMP kepada orang tua. Panduan ini dapat
disampaikan dalam pertemuan di sekolah atau
melalui media sosial seperti WhatsApp.
Penyusunan panduan ini adalah tanggung jawab
Kemendikbudristek. Puspeka telah menerbitkan
buku pendamping Propela untuk orang tua
jenjang PAUD dan SD di tahun 2023 seperti
yang terlihat di Gambar 8 dan perlu menyusun
untuk jenjang SMP dan jenjang setelahnya.

Pelibatan Mitra Pendidikan

Penguatan karakter dalam intra dan kokurikuler
telah masuk ke dalam Kurikulum Merdeka dan
P5. Mitra pendidikan yang berasal dari
komunitas, yayasan, atau organisasi pendidikan
dapat berpartisipasi dalam penguatan karakter
melalui program ekstrakurikuler (Rahayu & Dong,
2023). Mitra pendidikan berperan sebagai
pengonsep program, tenaga ahli, atau penyedia
dana dalam program penguatan karakter di
sekolah. Mitra pendidikan dapat berasal dari
yayasan, organisasi masyarakat sipil (OMS),
lembaga penelitian, lembaga pengabdian,
corporate social responsibilities (CSR) swasta,
dan organisasi profesi bidang pendidikan. Mitra
pendidikan ini dapat mereplikasi keberhasilan
Program Organisasi Penggerak dari Direktur
Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kemendikbudristek.
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Dinas pendidikan perlu memfasilitasi
pertemuan atau komunikasi antara sekolah dan
mitra pendidikan. Pertemuan tatap muka dapat
dilakukan melalui kegiatan berbentuk forum.
Mitra pendidikan menyiapkan program
ekstrakurikuler yang mengarah pada penguatan
karakter. Dukungan mitra dapat berupa
perangkat ajar, pedoman, peralatan, anggaran,
atau kompetensi staf. Sekolah berkontribusi
dalam menyiapkan data ekstrakurikuler dan
peserta didik di sekolah. Dinas pendidikan atau
Kemendikbudristek dapat menfasilitasi
pertukaran data ini.

Komitmen implementasi program dapat
terwujud dengan penyusunan kesepakatan atau
perjanjian, penyusunan prosedur operasional
standar terkait alur kerja, serta peran mitra
pendidikan, sekolah, orang tua, siswa, dan dinas
pendidikan. Pelaksanaan kegiatan perlu
pengawasan dan evaluasi dari dinas pendidikan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Implementasi penguatan karakter jenjang SMP
di Kabupaten Lebak masih mengalami beberapa
permasalahan berdasarkan analisis model
implementasi Van Meter dan Van Horn. Tidak
tersedianya standar dan tujuan kebijakan
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menyebabkan tidak adanya landasan hukum
bagi perencanaan program, penyediaan sarana
prasarana, dan pengadaan sumber daya
manusia. Dinas pendidikan Kabupaten Lebak
juga tidak memiliki indikator capaian penguatan
karakter yang harus dicapai dalam kurun waktu
tertentu. Terkait sumber-sumber kebijakan
terutama sumber daya manusia, terdapat
kesenjangan pemahaman guru terkait
pembiasaan Propela di sekolah, di samping
jumlah guru Bimbingan Konseling yang terbatas.

Komunikasi antarorganisasi dan kegiatan
pelaksanaan dikemas secara terbatas tanpa
intervensi langsung dari dinas pendidikan.
Sebagian sekolah melaksanakan program dari
instansi luar daerah dan seluruh sekolah
melaksanakan penguatan karakter berbasis
kurikulum dan panduan kegiatan seperti panduan
MPLS. Pejabat publik, orang tua, dan
masyarakat belum terlihat memberikan dorongan
pada implementasi penguatan karakter Propela
di sekolah.

Pada aspek pelaksana, Karakteristik badan
pelaksanana yaitu dinas pendidikan kabupaten
belum memiliki cukup vitalitas untuk
menyelesaikan masalah karakter bersamaan
dengan literasi dan numerasi. Sisi positif
implementasi adalah kecenderungan pelaksana
yaitu dinas pendidikan maupun sekolah bersikap
terbuka dan responsif terhadap program
penguatan yang datang dari pemerintah pusat.

Penguatan karakter merupakan kebijakan
kolaboratif yang bergantung pada partisipasi
aktif semua pemangku kepentingan mulai dari
pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah,
orang tua, hingga pelibatan mitra pendidikan.
Oleh karena itu, aksi kolaboratif masih
membutuhkan pendorong agar dapat berjalan
efektif.
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Saran

Pemerintah pusat memiliki peran penting untuk
dapat membantu percepatan implementasi
penguatan karakter di jenjang SMP di Kabupaten
Lebak. Untuk itu, pemerintah pusat perlu secara
proaktif mengadvokasi kebijakan penguatan
karakter dengan berbasis data. Advokasi tidak
hanya diberikan kepada dinas pendidikan, tetapi
kepada perangkat daerah lain seperti sekretariat
daerah, badan perencanaan pembangunan
daerah/BAPPEDA, dan kepada Badan Kepega-
waian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
untuk penyediaan peta jabatan yang
berhubungan dengan penguatan karakter.

Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas
Pendidikan Kabupaten Lebak harus secara aktif
melakukan diseminasi informasi dan peningkatan
kapasitas terkait penguatan karakter bagi para
guru terutama di sekolah dengan indeks karakter
rendah. Untuk mengatasi masalah anggaran,
pelaksanaan kegiatan dapat difasilitasi
komunitas guru baik MGMP, MGBK, hingga MKKS.
Webinar daring regional dengan berbagi praktik
baik penguatan karakter seperti pada hasil
penelitian ini juga perlu menjadi agenda rutin
dinas pendidikan yang tidak menggunakan
banyak anggaran.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Kabupaten Lebak dapat berkolaborasi untuk
membuka akses informasi kepada masyarakat
umum dan/atau mitra pendidikan. Terbukanya
akses informasi terkait kondisi penguatan
karakter di Kabupaten Lebak dapat menjadi
potensi pintu masuk kerja sama dengan
organisasi mitra.
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